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P U T U S A N

Nomor  2245/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  umur  35  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  rumah

tangga,  pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  Kabupaten

Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat,  umur  36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan

D3, tempat kediaman Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,

sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal 06 Mei 2019

yang telah terdaftar di  Kepaniteraan  Pengadilan Agama Tigaraksa dalam

register Nomor: 2245/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal  sebagai

berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  02  Oktober  2010,  Penggugat  dan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis,  Kabupaten Tangerang,

sesuai  dengan Kutipan Akta  Nikah Nomor  :  xxxx/08/X/2010 tanggal  04

Oktober 2010;

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut  Penggugat  dan Tergugat  tinggal

bersama di Alamat Tergugat Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, serta

telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
a. Anak 1, (P), Umur 7 Tahun;
b. Anak 2, (P), Umur 4 Tahun;

3. Bahwa  semula  rumah  tangga  Penggugat   dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

karena; 
a. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
c. Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan Anak;

4. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan

Tergugat  terjadi  pada bulan  Januari  tahun  2018,  antara  Penggugat

dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi

yang baik lagi; 
5. Bahwa pihak keluarga telah  berusaha mendamaikan Penggugat  dan

Tergugat,  namun  tidak  berhasil  karena pada  saat Penggugat

membicarakan  secara  baik-baik  memperbaiki  keutuhan  rumah  tangga

namun Tergugat diam dan tidak peduli. Penggugat tetap pada prinsip untuk

bercerai;
6. Bahwa Penggugat  adalah warga kurang mampu berdasarkan surat

keterangan  tidak  mampu  nomor:  401/12/1014/IV/2019  di  Kantor

Kelurahan  Kutabaru,  Kecamatan  Pasar  Kemis,  Kabupaten  Tangerang

Tertanggal 30 April 2019;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di  atas,Penggugat berkesimpulan

bahwa  rumah  tangga  penggugat  dengan  tergugat  tidak  dapat  lagi  di

pertahankan dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Tigaraksa  Cq.  Majelis  Hakim  kiranya  berkenan  menerima  dan  memeriksa

perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Memberikan  Ijin  Kepada  Penggugat  untuk  beracara  secara

Cuma-Cuma;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  dari  Tergugat  terhadap

Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua

Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil; 

Bahwa  untuk  memaksimalkan  upaya  perdamaian  tersebut,  maka

kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh

mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR.

dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pangadilan,  para  pihak  dipersilahkan  untuk

memilih  mediator  yang  tersedia  dan  para  pihak  sepakat  menyerahkan

kepada  majelis  hakim  untuk  menunjuk  Adang  Budaya,  S.Sy..  sebagai

mediator dalam perkara ini; 

Bahwa berdasarkan  laporan  hasil  mediasi  tertanggal  27  Juni  2019

oleh mediator Adang Budaya, S.Sy, dalam usaha mendamaikan  para pihak

yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

jawaban yang pada dasarnya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan

repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil

gugatannya;

Bahwa  atas  replik  dari  Penggugat  tersebut,  Tergugat  telah

mengajukan  dupliknya  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  tetap

mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

 Bahwa  sebelum  Majelis  memeriksa  pokok  perkara,  sebagaimana

dalam  diktum  Penggugat  ada  memohon  agar  diberikan  izin  berperkara

secara  cuma-cuma  (prodeo),  dengan  didukung  bukti  keterangan  tidak

mampu  nomor:  401/12/1014/IV/2019  tertanggal  30  April  2019  yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Kelurahan  Kutabaru,  Kecamatan  Pasar  Kemis,
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Kabupaten  Tangerang Provinsi  Banten,  maka  Ketua  Pengadilan  Agama

Tigaraksa telah  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  memperoleh

Layanan Pembebasan Biaya Perkara terttanggal 06 Mei 2019;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat ; 

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat  Nomor

36031241038xxxxx,  tanggal  21  April  2013  yang  dikeluarkan  oleh

Pemerintah  Kabupaten  Tangerang.  Bukti  surat  tersebut  telah  diberi

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/08/X/2010 Tanggal 04

Oktober  2010  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama Kecamatan  Pasar  Kemis,  Kabupaten Tangerang.  Bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti  surat,   Penggugat  telah mengajukan saksi-

saksi sebagai berikut :

1. Saksi I,  umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Pegawai  Swasta,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Tangerang  dan  di

hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah

sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena

saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat   hidup

berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Tergugat di Jalan Layur,

Pasarkemis, Tangerang;

- Bahwa  selama  pernikahan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak 

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

namun  sejak  tahun  2011  yang  lalu rumah  tangga  Penggugat  dan
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Tergugat mulai tidak  rukun  dan  harmonis,  karena  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa  saksi  sendiri  pernah  melihat  dan  mendengar  secara

langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran

dalam rumah tangga mereka adalah  karena  karena Tergugat sudah

tidak memperdulikan Penggugat lagi seperti tidak memberikan nafkah

lahir  kepada  Penggugat,  sehingga  akibatnya  hubungan  antara

Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah

sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak itu sudah tidak ada hubungan

layaknya suami isteri; 

- Bahwa saksi  dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati

dan  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  agar  tetap

mempertahankan rumah tangganya, namun  tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan

Tergugat;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Mengurus  Rumah Tangga,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Tangerang

dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di

bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena

saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat   hidup

berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Tergugat di Jalan Layur,

Pasarkemis, Tangerang;

- Bahwa  selama  pernikahan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak 

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

namun  sejak  tahun  2011  yang  lalu rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat mulai tidak  rukun  dan  harmonis,  karena  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
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- Bahwa  saksi  sendiri  pernah  melihat  dan  mendengar  secara

langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran

dalam rumah tangga mereka adalah  karena  karena Tergugat sudah

tidak memperdulikan Penggugat lagi seperti tidak memberikan nafkah

lahir  kepada  Penggugat,  sehingga  akibatnya  hubungan  antara

Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah

sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak itu sudah tidak ada hubungan

layaknya suami isteri; 

- Bahwa saksi  dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati

dan  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  agar  tetap

mempertahankan rumah tangganya, namun  tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan

Tergugat;

Bahwa  terhadap  keterangan  kedua  orang  saksi  tersebut  di  atas,

Penggugat  menyatakan  tidak  keberatan  dan  dapat  menerima,  kemudian

Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya

untuk  meneruskan  gugatannya dan  tidak  lagi  mengajukan  apapun  dan

mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala

hal  sebagaimana  tercantum  dalam  berita  acara  persidangan  perkara  ini,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap

sendiri di persidangan  dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal

82  ayat  (1)  dan  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50
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Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan,  Majelis

Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada

Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun

usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa

perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat  Pertama wajib  lebih  dahulu

diupayakan  penyelesaian  melalui  perdamaian  dengan  bantuan  Mediator,

selanjutnya  Mediator  telah  memberikan  laporan  hasil  mediasi  yang

menyatakan  bahwa  usaha  mediasi  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dilaksanakan, namun tidak berhasil; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti  Penggugat

bertempat  tinggal  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Agama  Tigaraksa,  oleh

karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73

ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan

Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  perkara  ini  menjadi  wewenang

Pengadilan Agama  Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi

di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam

perkawinan  yang  sah,  sehingga  keduanya  berkualitas  bertindak  sebagai

pihak dalam perkara a quo (persona standi in judicio); 

Menimbang,  bahwa  dari  posita  yang  telah  dikemukakan  oleh

Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan

cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai

berikut: berikut :

 Bahwa  semula  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

berjalan  rukun  dan  harmonis,  namun  kurang  lebih  sejak  tahun  2011

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis  yang

disebabkan karena Tergugat  sering berbicara  kasar  kepada Penggugat,
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Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat kurang

memperdulikan Penggugat dan Anak;
 Bahwa masalah tersebut di  atas mencapai puncaknya kurang lebih

terjadi  pada bulan  Januari  2018,  dimana  antara  Penggugat  dengan

Tergugat sudah pisah rumah dan hingga kini antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, untuk sidang

pembuktian Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan

ketentuan  Pasal  26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  namun

Tergugat  tidak  pernah  hadir  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang

ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah

sehingga Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang,  bahwa  dengan  tidak  pernah  hadir  lagi  Tergugat  pada

persidangan  berikutnya,  maka  dapat  ditafsirkan  Tergugat  telah  mengakui

seluruh dalil  gugatan Penggugat  dan tidak ada keinginan untuk membela

haknya,  sehingga  dalil  gugatan  Penggugat  dianggap  benar  dan  terbukti,

namun demikian karena perkara ini  merupakan perkara perceraian,  maka

Majelis  Hakim  perlu  memeriksa  bukti-bukti  lain  untuk  mendapatkan

kebenaran yang lebih meyakinkan;   

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  maksud  Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa

dalam perkara aquo, Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk

membuktikan dalil  gugatannya dengan mengajukan alat bukti, baik berupa

surat  ataupun  keterangan  pihak  keluarga  atau  orang  terdekat  Penggugat

yang didengarkan di persidangan sebagai saksi; 

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  orang  saksi  yang  dihadirkan  oleh

Penggugat,  masing-masing bernama  Saksi I dan  Saksi II,  keduanya telah

memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan

telah  menerangkan  yang  pada  pokoknya  mendukung  dalil  gugatan

Penggugat,  maka  hal  ini  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  76  ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  jo.  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh

karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang  bahwa  dari  keterangan  Penggugat  dan  dikuatkan  pula

oleh  keterangan  saksi-saksi  Penggugat,  maka  Majelis  Hakim  telah

menemukan fakta di  persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat

dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat

sejak tahun 2011 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal sejak  1 (satu) tahun yang

lalu dan usaha damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

berkesimpulan “rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  benar-benar  telah

pecah (broken marriage)  serta telah terjadi  perselisihan dan pertengkaran

secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga

yang bahagia dan kekal  sebagaimana dimaksud Pasal  1 Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  atau  rumah  tangga  yang  sakinah  mawaddah  dan

rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21)

jo.  Pasal  3 Kompilasi  Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah

tangga  Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  dengan  mengesampingkan  siapa  yang  terlebih

dahulu  melakukan  kesalahan  hingga  menimbulkan  perselisihan  dan

percekcokan dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan

hingga  timbulnya  ketidakharmonisan  dalam  rumah  tangga,  majelis  hakim

berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan  yang terjadi

antara  Penggugat  dan Tergugat  mengakibatkan  ketidakharmonisan dalam

rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan

pertimbangan  ini  pada  pendapat  ahli  fiqih   dalam kitab  Ghayatul  Maram

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat  Majelis Hakim, yang berbunyi:

طلقة          القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد .واذا
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Artinya “Dan apabila seorang isteri  sudah sangat benci (tidak cinta) pada

suaminya,  maka  hakim  (boleh)  menceraikan  perkawinan  mereka

dengan talak satu bain”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas,  maka  majelis  berkesimpulan  bahwa gugatan  Penggugat

telah  cukup alasan untuk  melakukan  perceraian  sebagaimana  dimaksud

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf

(f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Jo.  Pasal  116  huruf  (f)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena

itu gugatan Penggugat patut  untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini  termasuk  dalam  bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

dan perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,

biaya  perkara  dibebankan  kepada  Penggugat, namun karena  gugatan

Penggugat  supaya  biaya  perkara  ini  dibebankan  kepada  negara  melalui

DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan

Agama  Tigaraksa,  maka  biaya  perkara  ini  dibebankan  kepada  negara

melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2019;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat  (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara

melalui  DIPA  Pengadilan  Agama  Tigaraksa  tahun  2019 sebesar Rp.

434.000,00, (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019

Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.

Akhmadi, M.Sy. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Nur, M.H. dan  Drs.

Hasan  Hariri.  sebagai  hakim-hakim  anggota  serta  diucapkan  oleh  Ketua
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Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

oleh  para  hakim  anggota  tersebut  serta  Muhammad  Shony  Arbi,  S.H.I.

sebagai  Panitera  Pengganti  dan  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Akhmadi, M.Sy.

          Hakim Anggota   Hakim Anggota

    Drs. Ahmad Nur, M.H.  Drs. Hasan Hariri.

Panitera Pengganti

Muhammad Shony Arbi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp              0,00

2. Biaya ATK Perkara :  Rp

75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp   353.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp              0,00

1. Biaya Meterai           : Rp           6.000  ,00

Jumlah                          : Rp.   434.000,00 

      (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
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